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PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 

pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu serta 
untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang 

tindih dan beruntun serta guna mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perencanaan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang 
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan 

Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 
tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280); Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5; Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 

28) 

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 2 Januari 2020 dan ditetapkan 2 Januari 
2020 

 

 


